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ABSTRAK

Markotika merupakan suatu zat ataw obat yang dapat menghilangkan rasa sakic dan
menimbulkan efek stupor, keberadaanya disat sisi dibutahkan nomun disisi lain juga juga
sangat membahayakan, kalau dipenokan  dilear aoweas dan resep dokter  siau
disalabgunakan bukan untuk keperluan mediz, Karena efeknya vang berbahaya iwlah
makanya narkotika digolongkan dalam tindak pidana Khusus vang dimuor dalam UL Ne 22
Uh 1997, namun wunluk proses penyidikannnyva masih tetap berpegang pada KUHAP.
Dalam proses penyidikan tersebut seringkali tersangka kehilangan hak dosarnyva sebogai
mansia kaik itu dimana mereka seringkali diintimidasi secara fisik maupun mental oleh
penyidik ataupun sering terjads pula salab tangkap dan bahkan penvidik it sendin vang
terlibat kasus narkoba, Pokek permasalzhan dalam skeipsi ini adalah 11Bagaimana proses
penyidikan tindak pidana penyvalahgunasn narkatiky olch penyidik Poled diwilaval hukum
Poleesta Pavakumbub,  23Apakah  kendala  vang  dieemui oleb penvidik  selama
berlangsungnya proses penvidikan tersebut, 33Upava vang dilakukan untuk mengatasi
kendala rtersebut, Dalam  pemecahan  permasalzhan  penulis menggunakan  metode
pendekatan secara Yuridis Sosiclogis vailu pendekatan terhadap maszafah dengan melihat
kepada norma hokum dan kenvataan dilapsngan dengan tekhnik penvumpulan data
memakai cara wawancara dan studi dekumen dengan pengolzban dan analisa date secara
kuzhiani dan kuantitatif vaitu menguraikan data vang didapat berdasarkan fakta-fakea vang
ada  dengan angka-angka dan uraian Kalimat  sccara  deskripif. Hasil  penelitian
memperlihatkan balwea 1)Proses penvidikan lindak pidana penyalahgunasn narkotika cleh
penyidik Polri diwilayvah hukum Polrests Pavakumbuh sudah mengarsh pada pendekatan
secarn gocnyeforiod sypstens hanya saja kasus vang dibadapi pada umumnya hanva sampai
pada tingkar pengedar kecil vang pada umomnya lersamgkanya langsung mengzakui
perbuatannyva begitu ditemukan barang buktinys 2)Kendala vang dibadapi adalab Benturan
dengan oknum THNTD wvang diduga ikut terlibat dalam jaringan peredaran narkoba di
Payakumbuh. juga kurangnya pengetaluan penegak hukum lainnva dalam menangani
masulah narkoba scrta masalah tekhnis yang berkaitan denpan kewenangan penyidik dan
masalah admininstrasi yang belum mandin serta kurangnya dana vang tersedin untuk
mendukung Kinera penyichk. 3)Upaya vang dilakukan untuk mengalasi persoalan tersebut
adalah dengan  melakukan keordinasi denpan berbagai pihak termasuk aparat Polisi
Militer. dan mengumpulkan dana secara swadaya. Untuk perbaiken kedepan perku
dhlakukan hal-hal heokut 13Agar pemerintah peduli terhadap masalah narkoba ini dengan
membual swate aturan hukum yang mengenai kewenangan penvidik dan dan mengnadakan
sosialisasi tentang penanganan masalah Narkolika pada semua pihak 2)Azar Unit narkoba
khususnva di Polresta Pavakumbuh berdin sendirt secara administraid stau punya satuan
tersendirt bukan lagi berada dibawah Satuan Reserse Kriminal Biasa, dan agar pemerintah
juga lehih memperhatikan ketersedizan dang untuk menunjany kinena penyvidik,



BARI
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG

Perkembangan ilmu pengetahuan dan whkhnelogl membawsa: dampak yung sangal
luage cliberhagai bidang terlebih Jagi sejpk dunia memasuki era globalisasi. dimani
kemajuan felsh menyentuh segala aspek kehidupan tanpa ada lagi batas-batas dan
hambatan vang nvatn, Tak tetkecwali didunia medis dan penpobotan dimana banyak
ditemukan hal-hal baru vang diharapkan dapat bermamfaat dan memberikan salus
terhadap hal-bal vang selama ini belem ada jalan Leluarmya

Regitu pula dengan narketika, pada dasarnva narkotika adalah ol atan obat vang
berouna atau  dibutuhkan dalam pelavanan keschatan seria antuk kepentingan ilmu
pengetaluan sehingga harus diprodukst secara terus menerus, sebab apabila produksinya
dihentikan maka akan membahavakan jiwa orang vang membutuhkannya ootk
pengobatan seperti  untuk  pembedahan.  Pemerintah  Indonesiapun melabui Menteri
Kesehatan mengupavakan tersedianva  narkotika tersebut dengan menyvusunnya kedalam
rencana kebutuhan narkotika tahunan dengan jalan mengimpormyva dari negara lain ataupun
produksi dalam negeri.

Disamping dampak pesitif bagi dunin medis serta untuk kepentingan  ilmu
pengatabuan tidak dapat kita pungkini kalau narkotika adatab barang yang herbabaya vang
nengpinasnnya harus dibawah pengawasan dokier dan ahlinya, Scbab jika digunakan aleh
orang  vang tidak  bertangeung Jawal maka  dikhawatitkan  akan disalahgunakan
menyangkut fungsi dan akibat yang ditimbulkan oleh narkotika ity sendini. Dan dalam

nerkermnbangannya memang hal ita sering lerjadi dimana peredaran narkotika sceara jtegal



semakin merajalela terutama sejak tahun 1971 dimana peda tahun ini lintas perdagangan
narkotika internasional hinggan di Indonesia’.

Penvalahgunaan narkotika idak hanva membahavakan sipemakainyva sma lapi
separa umum membahayakan negara, oleh berbagal pibak narkotika dijadikan alat untuk
meraup keuntungan vang sehanyak-banyvaknya hahkan peredaran gelap narkotika scring
dikaitkan dengan  tujuan subversi® atau uniuk melumpuhkan  suaty negera dengan
melumpuhkan generast mudanya.

Indonesia sebapai negora hukum dimana sepala sesustunya harus berdasarkan pada
hukum maka dibuatlah pengaturan tentang narkotika ini sebab meskipun narkotika adalab
barsng vang berbahava dan dengan tingkat penggunamn yang beresike unggr fidax dapat
kita pungkin kalau ada segi mamfast yang tidak boleh kita hilanghan terutama bagi dunia
medis dan il pengetahuan, untuk iulah penggunaanya diature dalam undang-undzang
dimana pada awalnya aturan hukum temtang sarkotika i adalah bustan belanda yaimu
verdaverde middelen ordonamtie Sth 1972 No 28 dengan beberapa perubaban yvang
terdupit pada Sth 1929 Mo 337 disempurnakan dengan tambahan perampasan dan
pemusnaban obat bius. Aturan tersebut herlaku Ji Indonesia sclama hamgie 33 tahun
setelah Tdomesia merdcka didasarkan pada pasal [1 atuean peralihan UUD 1943 yang
menvatakan bahwa

~Segala badan nepara dan peraturan yang ada, masih berlaku selama helum
diadakan yang baru menurut undang-undang ini”

Namun seiring wakly masalah penyalahgunaan narkotika semakin mefuas dan
membawa dampak yvang mengkhawatitkan dimana aturan hukums yang adapun tampaknya

sudali tidak dapat lagi menampung dan memberikan Kepastian hukum bagi semua

Ak Al Ghifart, maetonka dan remoia, bandung. alumni 200658 hal 7
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pelanggaran yvang teradi, maka dibemtuklah undang-undang Mo % tahun 1967 dimana
ancaman hukuemannya telah sampai pada hukuman mati”,

Walaupun begitu undang — unding fersebul nampaknys Gdak lagi bisa menjawal
tantanngan perkembangsn kejahatan penvalahgunaan narkotika ini maka pada tabun 1597
lakirlah Undang-undang no 27 tahun 1997 wntang narkotika vang lebih fleksibel dan
diharapkan mampu  mengatasi persoalan penvalahpunaan  rarketika yang K
meresahkan.,

Meneingat narkotika adalah tindak pidana Khusus vaitu tindak prdana yang diatur
diluar KUHP maka semua proses penvidikanoya harus berdasarkan undang-undang
tersendirt, namun karena belum ada atwran khusus tentang penvidikannya maka Kita tetap
mengacy pada U1 No 8 abun 1981 reptang Kitab Undang-Undang Hubum Acara Pidana
atan Jehih kita kenal denpan KUHAP. Dengan adanya KUHAP terschut maka terdapat
perihahan vang fundamental dalam sistem peraditan pidana ki, dimana hukom menuntut
adanva keserasion antara dua kepentingan pokok waitu kepentingan ketertiban umum dan
kibehasan bergerak seseorang. Maka pihak penvidik harus bekerja dengan sebaik-baiknys
dan penuh tanggungjawab sebab sempurnanya suatu tuntutan hukoem tergantung il hasil
nenyidikan pihak penyidik sebagai garda depan proses penegakan hukum. Sebab apahila
terjndi kekeliruan maka akan menpakibatkan kesenjangan dalam pencapaian rasa keadilan
dimana orang yang tidak bersalah hares menanggung suatu aib dan beban dan sehaliknya
behas dasi tuntutan juga tidak selaras dengan rasa keadilan, Hal tersebut bukanlah hal baru
dalam dunia hukum kita dimana fepomena salah tangkap sering terjadi yang ironisnya bal
itu haru diketahui setelah vang bersangkutan dijatubi hukuman dan menjalaninya, sepeiti
kasus vang menimpa Alan Maulana' yang ditangkap disalah satu wartel dijakaria pada

jangeal 8 maret 2008 lalu dan dipaksa mengakui kepemilikan narkotika jenis ganju oleh

* Dioko prakesn , Bambang rivads lany, Amir Mulisin, kefalfafan pang SemDafayusae Regara,

andung haf 221
i, Mesrolvness,eom. Kb Safal Targhap, himl. diakses Minggu 21 September 2005




penyidik, karena tidak tahan dengan siksaan Bsik manpun mental s tempaksy mengakinnys
dan tefab menjalani seperempat dari masa 2 tabon hukoman vang dijaiuhkan hakim
cepadanva. Beoit pula kasus vang menimpa Emnil Sinaga dan doa orang rekannya di
|abuhin Bat Sumatera Uara®, fa dituduh menggunakan narkotika jenis paria di sehush
kedni pada Fehruan 2007 lalu don terpaksa mengakuinva karena tedak tahan dengan
siksaon penyvidik baik dilekasi penagkapan mauptm ditahanan. bahkan iz sempat menderit
Tumpizh selama 80 hari.

Padahal sudah dinvatakan secara tegas dalam peniclisan umom hatic 3 hoeaf ©
hahwa KITHAP menpaout asas Praduga Tok Bersalah (Presumtion of faroncent) vang
menempatkan fersangka atan terdakwa sehagai subjek dalam pemeriksaan vang mest
dijmea karkat dan martabatnyva selaku manosia (eccnseroriol sisiem) bukan sebapai objek
dari sistern peradilan pidans (fnguivitoriol systenty’

Proses penvidikam merupakan tindak lanjut dari proses penyelidikan terhadap
sermien laporan atoupun dugaan ferhadap terjadinya suatn tindak pidana. sebab belum tentr
semiia laparan vang masuk adalab tindak pidana, Sepenti halnva penyelidikan, penyidikon
juga terkait dengan hak arasi manusia dimana dalam pelaksanaan vpava paksa diberikan
persvaratan serta pengswsim vang ketat dan dibentuk pula lembaga ganti mugioserta
rehahilitasi, Namun meskipun demikian tetap saja terdapat hambatan dan kendala yang
dihadapi aparat penyidik dalam  mengungkap suatu tindak  pidana,  terlebih dalam
menpunekap tindak pidang parkotika dimana perbedaan amtara pemakat. pengedar. kurir.
dan pecanda hampir tak kelihatim sehirgga sulit membuat klasifikasinya. Celah inilah yang
sering dimainkan oleh apasar penyidik unruk mencari keuntungan pribadi seperti halnya
knsus suap dan pemerasan vang dilakukan oleh aparar penvidik Markus Besar Kepolisian

Republik Indonesin yaitu Ajun Komisaris Achmad Kurnia dan Ajun Komisaris Arifin yang

),

* Hhup!wowwe mitrolvnews.com. Kovdon Sofah Tanghaghtml. Diakses Mingge 21 September 2008
M wahva Hembap, 2002, Pembahasan persrpsofilan don Penevapan FLAFAR Peapsiditein dan
Fompiniom, Jakarta, Sinar Grafkalal 134



terbiskti menrima suap dari salah soto tersangka bandar neckoba di Jokarte pada selasa 18
el lahs’

Maosih banvak comioh Iaineyva dan deretan nama-nama vang Lo o apar
peneeak hukum vang tertibal narkoba diantaranya Endang Rudiannes Kapalsek Begor dan
AKP Jumantors Kopelsek Cisarva vimy diduea adalab bandor betum fagy apirat lainnyva
sehingea muncul dugoan adaova jaringan narkoba ditubuh Polii”™, hal fta membuat kit
mempertanvakan  kredehilitas polisi sebagai penvidik dan bisa membuat penyvicik
kehilangon kepereavaan dan masyarakat

Hal diztas membit peredaran narkoba semakin melnas diberbagai wilavah di
Indonesia sehah parn handar dan pengedar tidak merasa takot Jagi pada penyidik, di
Symatera Barat saja contohnya kasas narkotika meningkat tiap bulannys Khusgsoya untik
wilayal hukum Poliabes Padang sebapnimana yang divngkapkan Dircktur Narkeha Polda
Sumatern Barat Kombes Pol Bambano Hermanta pada wartswan kamis R T

Angka kenalkan wang fantastis juga terdopmt diwilayah hukum Polres Fadang
Bariaman, Polresta Bukittngpi, dan Polresta Pavakimboh vaitn mencapai angka 6158 %
pertahun, dimana hal ity menjadi pertanyaan hesar atas kinerja penyidik

Mengana hal tersebut hiss terfadi?unmk menjawsbh pertanyaan itulah makarya
penulis tertarik mengangkat  fenomena  tersebut dan proses penvidikannya  heserla
kendalanva dan upaya mengatasinyg kedalam schuab karva tulis henupa skripsi dengan
menjadikan  Pavakumbuh sebagal wilavah penelitian sehagai salah saty wilayah di
Sumatern Barat dengan tingkat penvalahponaom sarkotika vang ferpolong tingei dengan

il YPROSES PENYIDIKAN  TINDAK  PIDANA  PENYALAHGNAAN

fhipdhnnineses cotn, Peadikon Poprieasan Agar Transparan Mizkses Mingan 71 Seprember 2008
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NARKOTIKA PLEH PENYIDIK POLEI DMWILAYAH HUKUM POLRESTA
PAYAKUMBLHY.
B. PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang vang felah diuraikan diatas mengenai proses penyidikan
tindak pidana penvalabgunaan narkotika maka penulis membatasi permisalahan dalam
tulisan int sebagal berikul:
4, Bagnimanakah proses penvidikan vang dilakukan oleh pikak penyidik
dalam menangani kasus penyalahpunaan narkotika diwilayah hukum Kota
Pavakumbub
b, Apakah kendala-kendala vang dihadapi oleh pihak  penyidik  dalam
menangani kasus tndak pidana penyalahgunaan narkotika diwilzyah hukum
Raola Pavakumbuh,
¢, Apakah upava-upava yang dilakukan oleh pihak penyidik dalam mengatasi
cemua kendala dan hambatan selama proses penvidikan tindak pidana
penyalahgunaan nackotika ini diwilayah hubum Kota Payakumbul,
C. TUJUAN PENELITIAN
Penclitian 1ni dilakukan dengan tujuan sebagal berku:
a, Mengetahui bagaimans proses penyidikan wang dilakukan oleh pihak
kepalisizn diwilayah hukum Kotz Payakumbub
b, Mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi pihak penyidik dalam
menangani kasus narkotika diwilavah hukum Kota Fayakumbuh.
¢ Mengeshui upaya —upaya apa saja vang dilukukan oleh pibak penvidik
dolany  mengatasi kendala  dan bambatan  selama proscs penyidikan

diwilayah hukum Kota Payakumbuh,



BAB IV
PENLUTLIP
A, kesimpulan

Drart uraian pada Bab 111 diatas dan sejalan dengan masalah yang diteliti. naka dapar

dikemuokakan kesimpulan sebagai berikut -

b Proses penvidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotiks  oleh penvidik Polri
diwilavah hukum Polrests Pavakumboh, dalam hal i dilapungan lebh dikenal
dengan nama Satuan Unit Markeba telah menunjukkan mekanisme vang sefalan
dengan yang diamanatkan dalam KUHAP, mulal dan proses penvelidikan dan
penyidikan. Dar berbagai hal vang pennlis lihat langsung dilapangan nampak
denpan jelas bapmimana penyidik telah berusaba semaksimal munegkin untuk
mengikuti semua petunjuk dan peosedur dalam melakokan penyvidikan terhadap
rersangka, Hanya saja kebanvakan dart tersanpka ilu sendinl vang tidak mengetabui
hak yang bisa digunakannva atau bahken hak dasar mereka senndiri vang
acharwesnyva dilindung

2. Kendala vang ditemul penvidik  yvang membuat sulitnya mengungkap  kasus
narkotika adalah pada umumnya para Bandar “dilindungi™ oleh aparat TRI bahkan
vang menjadi pemegang jaringsan tertingginya diduga adalah aparat TNT tersebun
hal m tentu menfadi kendala vang sangat sulic bagi penvidik polisi dalam
memberantas kasus nparkotika scbab hal tersebur berada diluar kewenangan
penyvidik Poler untuk mengusat anggola TNIL Kalaupun ada Lordinasi dengan Polisi
Militer disini pusisi penyidik Pori hanyva sebagai pelapor, dan setelahnys semus it
menjadi angeungawab Palisi Militer, Kemudian kurangnva pengetahuan anggala

aparat penepak hukum lain dalam menangani kasus narkottka, Kemudian belum



mandirinyi unit narkoba Polresta Payakwmbuoh dan minimnya angoaran dana vang

tersedia pada hal biava vang dibutuhkan cukup besae.

bed

Upaya untuk mengatast kendala tersebut adalah dengan mengadakan koordinast de

ngan berbagal pihak diantaranva dengan Aparat Polisi Militer dalam mengatast

persaalan beptunm dengna Pihak TNL juga koordinasi dengan aparal peneguk

hukum lainnya. kemudian untuk masalah dana sefauh ini masib ditanggulangi

seeara swadaya oleh para anggota Unil Narkoba.

. Saran

Agar dibentuk suato aturan hukum vangn barw tentang masalah nurkotiks ing
sehurimg-kiemngnya yang mengatur masalah penyidikanya, karena menurul
penulis LU Ne 22 Th 1997 tentong Narkotika tdak memadai lagi dan koraog
tengkap  aloranaya lentang masalah  penvidikannya  dan memperluas
kewensngan penyidik dalam mengungkap kasus narkeha ini,

Agar setiap unil navkoba disemua Polresta dipisab menjadi suztu anit ersendin
vang mandiri  secara administeatit dan wekbnis terutama dalam mengatuw
masalah kevanpan mereka sehingga kualitas kerja dan kiserja mereka lebih
optimal.

Mengimpat Narkotika  adalah sustu persealan vang serius vang mengancam
keselamatan bangsa maka scharusnvalah pemerintah bersikap tegas dan tdak
setengal bali dalam mengatosi masalah ing. Juga kepada semua pihak dur
lingkup satuan masvarakal lerkecil vang dimulad dari keluargs agar selalo
waspada lerhadap anecaman bahava narkoba vang dapat meresak pencrast dan
selalu berusaba untuk menanambkan mlai religivs dalam keluarga unuk

membentengi dirt dan keluarga dan ancaman narkeba.
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